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KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Unit
Pelayanan Perdagangan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/M-DAG/PER/3/2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

Menimbang :

Mengingat

NOMOR 32/M-DAG/PER/8/2010

TENTANG UNIT PELAYANAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

1.

1.

bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2012 tentang
Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan Kepada
Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan
Perdagangan terjadi penambahan pada fungsi Unit
Pelayanan Perdagangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-
DAG/PER/8/2010 tentang Unit Pelayanan
Perdagangan;

Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad
1938 Nomor 86);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
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10.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem
Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5231);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Indonesia
Bersatu Il sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011,

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-
DAG/PER/3/2012 tentang Pendelegasian Wewenang
Penerbitan Perijinan Kepada Koordinator Dan
Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan;
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